TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

(Sumber: https://news.detik.com)

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Agar
pendidikan dapat dirasakan oleh setiap warga di Indonesia, terdapat dua aspek yang perlu
diperhatikan untuk pemerataan.! Aspek pertama adalah persamaan kesempatan untuk
memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang
berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat
yaitu pendidikan bisa diakses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

1 Jurnal Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta, Aris Nurlailiyah
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.?

Sistem pendidikan di Indonesia mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional yang akan
membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu
berubah. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa
terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pada 10 Desember 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor
44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan yang mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun
2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan.

Penerbitan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dikarenakan pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru belum dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah dan tata cara
penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan belum dapat mengakomodir
perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat.® Sehingga Permendikbud Nomor

2 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3 Pertimbangan Poin a dan b Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan.
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51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan perlu diganti.

Melanjutkan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan adalah
penetapan sistem zonasi yang tertera pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, yaitu
Penerimaan Peserta Didik Baru yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa
dengan sekolah, dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak
mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk
mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan
tripusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran
kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak,
melainkan tanggung jawab bersama.* Tulisan Hukum ini akan membahas tentang Kebijakan
Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ditinjau dari ketentuan peraturan

perundang-undangan.

B. PERMASALAHAN

Sejalan dengan ditetapkannya aturan terkait Kebijakan Zonasi Sekolah dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru, terdapat beberapa hal yang akan dibahas antara lain sebagai
berikut:

a. Apakah yang dimaksud dengan Penerimaan Peserta Didik Baru?
b. Bagaimana ketentuan tentang Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik

Baru?

4 Aris Nurlailiyah, Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta, Realita \Vol.17
No.1 Januari 2019, him. 14.
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C. PEMBAHASAN

1. Definisi Penerimaan Peserta Didik Baru®

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik baru pada
Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Atas (SMA),dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)®.

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
b. Dberusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:

a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau

b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua
belas) tahun. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5
(lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi
calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan
kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan
Guru Sekolah.

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia paling tinggi 15
(lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki ijazah SD/sederajat atau

dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:

a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

® Pasal 4-13 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
5Pasal 1 angka 7 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan.
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b. memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah

menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu
dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas
10 (sepuluh).

Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat

setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga
negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal
dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan di atas, wajib mendapatkan surat
keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
Selain memenuhi ketentuan tersebut, peserta didik warga negara asing wajib mengikuti
matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang

diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

a. zonasi;

b. afirmasi;

c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
d. prestasi.

Kuota dari masing-masing jalur antara lain sebagai berikut:

a. Jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;

b. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;

c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya
tampung sekolah;

d. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur di atas, Pemerintah Daerah
dapat membuka jalur prestasi. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon
peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
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Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB di atas dikecualikan untuk:

a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

c. Sekolah Kerja Sama;

d. Sekolah Indonesia di luar negeri;

e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

f.  Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
g. Sekolah berasrama;

h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan

jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar

Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang
jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam
1 (satu) Rombongan Belajar ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang

pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Pengertian Zonasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan

fungsi dan tujuan pengelolaan; perzonaan.’
2. Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru®

Sistem zonasi PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017,
yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan, yang diharapkan dapat
menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan. Perbedaan sistem zonasi
tahun 2018 dengan tahun 2017, sistem zonasi tahun 2018 diberlakukan ke seluruh sekolah
yang diselenggarakan pemerintah daerah. Sedangkan sistem zonasi PPDB 2017 masih
tahap adaptasi sehingga dalam praktiknya belum semua sekolah menerapkan sistem ini.

7 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zonasi, diakses pada 20 Januari 2020, 2020.
8 Pasal 14-16 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
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Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah
zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Jalur zonasi termasuk kuota bagi anak
penyandang disabilitas. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu
keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga
atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang
berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling
singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Sekolah
memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili
dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1
(satu) wilayah zonasi. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai
dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah

zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan
Sekolah. Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib
memperhatikan  jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk
satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia

sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua
wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang
pendidikan. Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik

dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1

(satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. Dalam menetapkan
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wilayah zonasi pada setiap jenjang, Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau
kelompok kerja kepala sekolah. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi
atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan
berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah. Penetapan wilayah
zonasi wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan

setempat.

Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta
didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia dan
jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7
(tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi
yang telah ditetapkan. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh

dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA
dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah
zonasi yang ditetapkan. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama,
maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta

didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta
didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon
peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dinas
pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta

didik dimaksud pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak
tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
Penyaluran peserta didik ke sekolah lain dapat melibatkan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan tersebut dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
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Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
tidak boleh:

a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah
memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional
pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau

b. menambah ruang kelas baru.

Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota,
antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar
persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju. Dalam hal terdapat
perpindahan peserta didik, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data
Pokok Pendidikan (Dapodik). Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan
persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 44
Tahun 2019.°

D. PENUTUP
Ketentuan terkait Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru,
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah adalah penerimaan peserta didik baru pada
TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

2. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi
yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Jalur zonasi termasuk kuota bagi anak penyandang
disabilitas. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Calon peserta
didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan
sekolah. Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib

9 Pasal 33 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 9



memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk
satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia

sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
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